
BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 62 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN

TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang :

Mengingat 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas dan fungsi
perangkat daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan
Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20111 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
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10.

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5324)
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2019 Nomor 13);

9.

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 62 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah tahun 2016
Nomor 62);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 62 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 nomor 62), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Mutasi

Pasal 16

Kepala Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :

a.
b.
c.

d.

merencanakan dan melaksanakan mutasi;
memverifikasi dokumen mutasi;
melaksanakan administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai
berdasarkan klasifikasi jabatan;
mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi;
menetapkan perpindahan pegawai;
melaksanakan penyelesaian administrasi kepegawaian mengenai pemindahan
pegawai;
mempersiapkan dan menyelenggarakan sidang Badan Pertimbangan Jabatan
dan Pengangkatan (Baperjakat);
Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pemrosesan pengangkatan,
perpindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Administrasi;
melaksanakan rotasi Pegawai Negeri Sipil bagi pengemban jabatan tugas;
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada
Subbidang Mutasi Jabatan;
Penyiapan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi,
membuat laporan pelaksanaan’ kegiatan jabatan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada atasan;

e.

. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier;
membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi
kerja;
melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya.

. Ketentuan pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi

Pasal 18

Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas:
a. menyusun pedoman pola pengembangan karier;

f.

g

h.
Ji

1.

k.

1.

n.

2.



menyusun Daftar Urutan Kepangkatan;
menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
penyiapan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
penyiapan bahan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional;
penyiapan data pemrosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

g. Penyiapan pelaksanaan dan pemrosesan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan,
Pembebasan sementara,Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam
Jabatan Fungsional;

h. Penyiapan pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat
Jabatan Fungsional;

i. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;
j.membuat laporan’- pelaksanaan’~ kegiatan jabatansebagai bahan

pertanggungjawaban kepada atasan;
k. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan

pengembangan karier;
l. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi

kerja;
m. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

b.

d.
e.
f.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2021

BUPATI ROKAN HILIR,

SUWATNO
Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Resuai dengan aslinya
ABAGIAN HUKUM

SETD
Or AEN

M. JOB KURNIAWAN NIP. “19? 17 200012 1 00210

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2021 NOMOR
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PRUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ _|

SUB BAGIAN SUB BAGIAN PERENCANAAN
KETATAUSAHAAN DAN PROGRAM

BIDANG PENGADAAN, BIDANG BIDANG PENGEMBANGAN
PEMBERHENTIAN, INFORMASI
DAN PENILAIAN KINERJA KERJA MUTASI DAN PROMOSI KOMPETENSI APARATUR

| | |

SUB BIDANG PENGADAAN SUB BIDANG SUB BIDANG DIKLAT=
DAN PEMBERHENTIAN

_
MUTASI

| PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI

SUB BIDANG DATA DAN = SUB BIDANG | SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS
INFORMASI KEPANGKATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG
FASILITAS! PROFESI ASN, SUB BIDANG PENGEMBANGAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN|

PEMILAIANTAN PENGHARGAAN
— KARIER DAN PROMOSI — KOMPETENSI

UPT
BUPATI ROKAN HILIR,

SUYATNO
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